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GUBERNURJAWATENGAH, 
Menimbang : a. . ·babwa Peraturan Daerah Provinsi Jawa 

Tengah Nomor 13 Tahun 2002 tentang 
Retribusi Tempat Penginapan' Pesanggrahan/. 
Villa, sudah tidak sesuai dengan 
perkembangan keadaan dewasa ini; . 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan 
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan 
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
juncties Undang-Undang Nomor 33 Tahun 
2004 tentang Perimbangan KeuangarrAntara 

DENGAN RAHMATTUBANYANG MAHAESA 

RETRIBUSI TEMP AT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/-. 
Vil.LA 

TENTANG 

LEMBARAN DAERAH 
PROVINSI JAWA TENGAH 

NOMOR: 2 SERI C NOMOR 1 TAHUN: 2007 
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENG AH 

NOMOR 2 TAHON 2007 
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Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286 ); 

S. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 
tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor S, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Noinor43SS); 

6. Undang-Undang Nomor IO Tahun 2004 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang 
undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan 

· Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4389); 

7. Undang-Undang Nomor IS Tahun 2004 
tentang Pemeriksaan, Pengclolaan Dan · 
Tanggung Jawab Keuangan Negara 
(Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telahdiubah dcngan Undang 
Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nornor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah 
dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah 
DanRetribusi Daerah, maka Peraturan Daerah 
tersebut huruf a perlu ditinj au kembali dan 
menetapkan Peraturan Daerah tentang 
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ 
Villa; 

I. Undang-Undang Nomor IO Tahun 1950 
tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-UndangNornorB Tahun 1981 
tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran 
Negara Republik lndonesia Tahun 1981 
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3274); 

3: Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 
tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 
(Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 
1997 Nomor 41, Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3685) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang 
U ndang Nomor 34 Tahun 2000 tentang 
PerubahanAtas Undang-Undang Nomor 18 
Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4048); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 
tentangKeuangan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor47, 
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Meogingat 
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Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan 
Susunan Organisasi Sekretariat Daerah 
Provinsi Jawa Tcngah (Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor I 2) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
DaerahProvinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 
2006 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 
2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, 
Tugas Pokok, Fungsi Dan SIISWlllD Organisasi 
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah 
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Tahun 2006 Nomor 1 Seri D Nomor I); 

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Norn or 7 Tahun 200 l tentang Pembentukan, 
Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan 
Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan 
Sosial, DinasPariwisata, Dinas Pelayanan 
Koperasi Dan Usaha Kecil Meoengah, Dinas 
Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina 
Marga, DinasPermukimanDan Tata Ruang, 
Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas 
Pertanian Tanaman Pangan, Dinas · 
Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, 
Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas 
Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas 
Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas 
Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas 
Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, 
Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Lalu 
Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa 
Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
Tengah Tahun2001 Nomor26)sebagaimana 

Nornor 108, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4548); 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 
tentang Pcrimbangan Keuangan Antara 
Pernerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahwi 
2004 Nomor 126, Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

IO. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 
tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
RepubliklndooesiaTahun2001 Nomor 119, 
Tanibahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4139); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 
2005 tentangPengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

I 2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 
tentang Pedoman Pembinaan Dan 
Pengawasan Penyelengaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4 593); 

13. Peraturan Presiden Nornor 1 Tahun 2007 
tentang Pengesahan, Pengundangan Dan 
Penyebarluasan Peraturan Perundang 
undangan; 

14._ Peraturan Daerah Provinsi Jawa Thngah 
Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan, 
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Pasal 1 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
I. Daerah adalahProvinsi Jawa Tengah. 
2. Pemerintah Daerah adalah Gubemur dan Perangkat Daerah 

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, 

3. Gubernur adalah Gubemur Jawa Tengah. · 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKLLAN RAKYAT DAERAH 
PROVINS! JAWA TENGAH 

dan 
GUBERNURJAWATENGAH 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA 
TENGAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT 
PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA. 

Menetapkan 

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 5 
Seri ENomor 2); 

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Nomor4Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 
Nomor 19 Seri D Nomor 1 ); 

telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2006 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 T ahun 200 I 
tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas 
Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Dinas 
Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas 
Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil 
Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan 
Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas 
Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas 
Peogelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian 
Tanaman Pangan, Dinas Petemakan, Dinas 
Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, 
Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan 
Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan 
Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan 
Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas 
Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan 

· Dacrah clan Dinas Lalu Lintas DanAngkutan 
Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 
Nomor 3 Seri D Nomor 3); 

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Nomor 9 Tahun 200 I tentang Pembentukan, 
Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan 
Susunan Organisasi Kantor Satuan Polisi 
Pamong Praja, Kantor Kas Daerah, Kantor 
Perwakilan, Kantor Pengelolaan Barang 
Daerah, Kantor Perpustakaan Daerah, 
Kantor Pengelola Data Elektronik Provinsi 
Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi 
Jawa Tengah Tahun 2001 Norn or 28); 
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Pasal 2 

Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan!Villa, 
dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan tempat Penginapan/ 
Pesanggrahan/ Villa 

Bagian Pertama · 
Nama, Obyek dan Subyek Retribusi 

BABU 
RETRIBUSI 

ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang dirunjuk dengan batas 
waktu yang telah ditentukan. 

I I. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan 
pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian 
Surat Peringatan, Surat Teguran yang bersangkutan 
melaksanakan kewajiban untuk membayar Retribusi sesuai 
dengan j umlah Retribusi yang terutang, 

12. Kadaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau 
untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu 
waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh 
Undang-Undang. 

13. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang 
dilakukan olehPenyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya 
disebut Penyidik, untuk mencari sertamengumpulkan bukti yang 
dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi 
yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 

14. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, 
pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tu gas dan · 
wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan 
penyidikan. 

4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 
kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak 
melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan 
komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau 
Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk 
apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, 
perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, 
atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan 
bentuk badan lainnya. 

5. Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah Tempat Penginapan/ 
Pesanggraban/Villatermasukdidalauinya Wisma.Asrama.Balai 
Istirahat Pekerja, Pondok dan Motel yang dimiliki dan/atau 
dikelola oleh Pemerintah Daerah, 

6. Retrib~s1 Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah 
pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa penyediaan 
tempat penginapan/ pesanggrahan/villa termasuk di dalamnya 
wisma, asrama, balai istirahat pekerja, pondok dan motel yang 
disediakan dan/atau diberikan pemerintah daerah untuk 
kepentingan orang pribadi atau_badan. 

7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut 
peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk 
melakukan pembayaran Retribusi. 

8. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnyadisingkat 
SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan 
besarnya pokok Retribusi. 

9. SuratTagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD 
adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi 
administrasi berupa bunga dan/atau denda 

I 0. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang 
harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan Surat 
Ketetapan Retribusi Daerah dan Surat Tagihan Retribusi Daerah 
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Pasal 7 
Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif 
Retribusi di dasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan 
yang la yak untuk menutup biaya investasi, biaya perawatan dan 

Pasal.9 
(I) Retribusi terutang dipungut di tempat obyek Retribusi berada. 
(2) Pejabat di lingkungan Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Kantor dan Unit Kerja 
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ditunjuk sebagai Bendahara · 
Penerima dan/atau Bendahara Penerima Pembantu Penerimaan 
Retribusi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. 

(3) Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai 
koordinator pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (I). 

Bagian Keempat 
Prinsip dan Sasaran Dalam Pen eta pan Struktur 

Dan Besarnya Tarif 

Pasal 6 

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu 
pemakaian fasilitas tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa. 

Bagian Keen am 
Temp at Dan Kewenaligan Pemungutan 

Bagjan Ketiga 
Cara Mengukilr Tingkat Penggunaan Jasa 

Pasal S 
Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah Golongan 
Retribusi Jasa Usaha. 

Pasal 8 
(I) Struktur dan besarnya tarifRetribusi sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Daerah ini. · 

(2) Obyek Retrib~si yang belum tercantum dalam Lampiran 
sebagaimanadimaksud pada ayat (I), besarnya tarif ditetapkan 
berdasarkan perjanjian dengan memperhatikan harga umum 
setempat. 

(3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 
sesuai peraturan perundang-undangan dan berlaku mengikat. 

Bagian Kedua 
Golongan Retribusi 

Pasal 4 

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang 
menggunakan dan menikmati pelayanan penyediaan ternpat 
Penginapan/Pesanggrahan/Villa, 

Bagian Kelima 
Struktur dan Besarnya Tarif Retrtbusi 

pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi dan biaya 
administrasi. 

Pasal 3 

Obyek Retribusi adaJah pelayanan penyediaan fasilitas tempat 
Penginapan/ Pesanggrahan/Villa. 
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Pasal 16 
(I) Pengeluaran Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain 

yang sejenis scbagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi, 
dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo 
pembayaran. 

Pasal 14 
Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktu a tau kurang 
bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua 
persen) setiap Bulan dari besamya Retribusi yang terutang, yang tidak 
atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. 

Bagian Kesebelas 
Pmagiban Retribusi 

Bagian Kesembilan 
SanksiAdministrasi 

Pasal 13 
Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen 
lain yang dipersamakan. . 

Pasal 12 
Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan 
batas waktu bagi Waj ib Retribusi untuk memanfaatkan jasa usaha dari 
Pemerintah Daerah. 

Pasalll 
RetrihisidipungutdenganmenggunakanSKRDataudokumenlainyang 
dipersamakan, 

Pasal 15 
(I) Pembayaran Retribusi dilalcukan di Kas Daerah Provinsi Jawa 

Tengah arau ditempat lain yang di1unjuk sesuai waktu yang ditemlkan 
denganmeoggunakanSKRD ataudokumen lainyangdipeisam.akan. 

(2) Dalam ha) pembayarandilalrukandi tempat lain yangdilllnjuk, maka 
hasil penerimaan Retribusi barns disetor ke Kas Daerah Provinsi 
Jawa Tengah paling lama I kali 24 jam atau dalam waktu yang 
ditentukan oleh Gubemw: 

(3) PembayaranRetribusisebagaimanadimak.sudpadaayat(l)harus 
dilakukan secara tunai/lunas. 

(4) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
diberikan tanda bukti pembayaran. 

'(5) Setiap pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 4) dicatat 
dalam buku penerimaan. 

(6) Bentuk, isi, kualitas, ukuran, bulru dan tanda bukti pembayaran 
Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) 
ditetapkan denganPeraturan Gubemur. 

(7) Tata Cara pembayaran Retribusi ditetapkan dengan Peraturan 
Gubemur. 

Bagian Kedelapan 
Masa Retribasi DanSaat Retribnsi Terutang 

Pasal 10 

Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan. 

Bagian Kesepulub 
Tata Gara Pembayaran 

Bagian Ketujub 
Tata Cara Pemungutan 
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Panl 19 
(I) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah 

melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat 
terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan 
tindak pidanadi bidang Retribusi. 

(2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagairnana dimaksud pada 

Paul18 
· (I) · Gubemur dapat .memberikan pengurangan, keringanan dan 

pembebasan Retribusi. 

(2) · Tata cara pemberian peagurangan, keringanan dan pembebasan 
Retribusi sebagaimanadimaksud pada ayat (l),.ditetapkan 
dengan Peraturan Gubemur. 

Bagian Keduabelas 
Pengurangan, Keringuan Dan 'Pembebasaa Retribusi 

Pasal 17 

Ben?tl' ~ormulir_ yang dipergunakan untuk pelaksanaan Penagiban 
Retribusi sebagaunana di.maksud dalam Pasal 16 ayat (I), ditetapkan 
dengan Peraturan Gubernur. 

Pasal 20 

(I) Piutang Retribusi yang dapat dihapus adalah piutang Retribusi 
yang tercantum dalam SKRD atau dokumen lain yang 
dipersamakan dan STRD yang tidak dapat atau tidak mungkin 

. ditagih lagi, disebabkan karena Wajib Retribusi meninggal dunia 
dengan tidak meninggalkanharta warisandan tidak mempunyai 
ahli waris, tidak dapat ditemukan, tidak mempunyai harta 
kekayaan lagi atau karena hak untuk melakukan penagihan sudah 
kadaluwarsa 

(2) Untuk memastikan keadaan Wajib Retribusi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I), harus dilakukan pemeriksaan setempat 
terhadap Wajib Retribusi, sebagai dasar menentukan besarnya 
Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi. 

(3) Piutang Retribusi sebagairnana dimaksud pada ayat (l ), hanya 
dapat dihapus setelah adanya laporan pemeriksaan penelitian 
administrasi mengenai kadaluwarsa penagihan Retribusi oleh 
Gubernur. 

(4) Atas dasar laporan dan penelitian administrasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), setiap akhir tahun takwim Gubemur 
membuat daftar penghapusan piutang untuk setiap jenis Retribusi 
yang berisi Wajib Retribusi,jumlah Retribusi yang terutang, 
jumlah Retribusi yang telah dibayar, sisa piutang Retribusi dan 
keterangan mengenai Wajib Retribusi. 

(5) Gubemur menyampaikan usu! penghapusan piutang Retribusi 
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah 

Bagiu Ketigabelu 
Kadaluwana Retribusi Du Penghapusaa 

Piutaag Retribusi Karena Kad.aluwarsa Penagihan 

ayat (I), tertangguh apabila : 
a. diterbitkan Surat Teguran ; atau 
b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik 

langsung maupun tidak langsung. 

(2) Dalamjangka ~ 7 (tujuh)bari setelah tangga1 S~t Teguran 
. atau S~t Penngatan .atau Surat lain yang sejenis, Wajib 
Retribusi barus mehmasi Retribusi terutmg. 

(3) Surat ~eguran ~tau SuratPeringataa atau Surat lain yangsejenis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dikeluarkan oleh Gubernur. 
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BAB IV 
KETENTUAN PIDANA 

Pasal22 
(I) . Subyek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang 

dengan sengaja tidak melaksanakan kewajibannya untuk 
membayar Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. 
sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan 
paling lama 6 ( enam) bulan atau denda paling ban yak 4 ( em pat) 

Pual21 
(1) Pejabat PegawaiNegeri Sipil tertentudi lingkungan Pemerintah 

Dae:rah diberi wewemag lchusus sebagai Penyidik untuk melakukan · 
penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Hukum. Acara Pidana yang 
bcrlaku. 

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah: 

a. menerima,mencari, ~danmeneliti keteraoganatau 
laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi 
agar keterangan atau laporan terse but menjad.i lebih lengkap 
danjelas; 

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai 
orang pribad.i atau badan tentang kebenaran perbuatan yang 
dilakukansehubungandengantindakpidanadibidangRetnbusi; 

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau 
badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi; 

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen 
dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang 
Retribusi; . 

pada setiapakhictahwi takwim dengandilampiridaflarpenghapusan 
piutangsehagairnanadirnaksudpadaayat(4). 

(6) Gubernur menecipiamKeputusan penghapusan piutang Retribusi 
yang sudab lcadaluwarsa. 

(7) Tata cara penghapusan piutang Retribusi ditetapkan dengan 
Pecaturan Oubemur. 

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti 
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta 
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; 

f mcminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 
penyidikan tindak pidana di bid.ang Retribusi; 

g. menyuruh bet:henti dan/ataumelarang seseorang meninggalkan 
ruangan atau tempat pada saat perneriksaan sedang 
berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen 
yangdibawdsebagaimanadimaksudpadahurufe; 

·h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di 
bidang Retnbusi; 

1 memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa 
sebagai tersangka atau saksi; 

J. menghentikan penyidikari; 
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran 

penyidi.kan tindak pidana di bidang Retribusi menurut hukum 
yang dapat dipertanggungjawabkan. 

(3) Penyidiksebagaimanadimaksudpadaayat(l)memberitahukan 
dimulainya penyidikan dan menyampaikan basil penyidikannya 
kepada Penuntnt Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara 
Repubtik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam 
Und.ang-Undang HukumAcara Pidana yang berlaku. 

BAB ill 
KETENTIJANPENYIDIKAN 
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Ditetapkan di Semarang 

pada tanggal 30 April 2007 
GUBERNURJAWATENGAH, 

ttd 

MARDIYANTO 

Pasal25 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lerobaran Daerah 
Provinsi Jawa Tengah. 

Pasal24 
Hal-ha! yang belum diatur.dalam Peraturan Daerah ini sepanjang 
mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan 
Gubemur. 

Pasal 23 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, roaka Peraturan Daerah 
Provinsi Daerah Jawa Tengah Nomor 13 Tahun2002 tentang Retribusi 
TempatPenginapmlPesanggrahaolVtlla(LerobaranDaerah.ProvimiJawa 
Tengah Tahun 2002 Nomor 91 ), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

kali jumlah Retribusi yang terutang. 

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (I) ad.al ah 
pelanggaran. 

Diundangkan di Semarang 
pada tanggal 15 Mei 2007 
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 

JAWA TENGAH, 

ttd 
MARDJIJONO 

LEMBARAN DAERAH PROVINSIJAWA TENG AH TAHUN 
2007 NOMOR 2 SERI C NOMOR 1 

BABV 
KETENTUAN PENUTUP 
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UMUM 

Bahwa dalam raogkapenyededianaandao~sistem,jenis 
dansll\hrRdribusiDaaab, yaogsrbligmscbagai ~pc,,iiiglc H!aii 
peodapa•ao Daerah berdasarbn Undaog-Undang Nomor is t~un 
1997 teotangPajakDaerahDanRmibusi Daerah sebagairoana telah 
diubah dcngan Uudaug-Undang Nomoc 34 Tahun 2000 juncto 
PeraturanPm,n i111ahNomorti6 Talui2001 tmaogRdl:iruli Damb, 
Pemerintah Provinsi Jawa Teogah telah mengeluarkan Peraturan 
Daerah Provinsi Jawa Tmgah Nome.- 13 Tahm2002 tmtmgRetribusi 
TaupetPa4;i1w1milP<sa@abao/ViDa. 

SelanjubJyadmgantelabdiinlaogkaooya Uodq-UndaugNomor 
32 Tahun2004 ta11aogPancriuahanDaenbsrhagiiimana telah didJah 
deogan Undaog-Undaog Nomor 8 Tahun 2005 teotang Peoetapan 
PeraturanPmxrinabPer,gga1•iUndaig-UndaogNomor3Tamn2005 
tentang PerubabauAtas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahaa Daerah Ma!jadi Undang-Uodang juncties 
Undaog-Undang Noroor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
K.euangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemeriotahan Daerah, 
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 teotang Pengelolaan 
Keuangan Daerah, maka Peraturao Daerab tascbutdi alas sudah tidak 
sesuai lagidmgan pedemhmgan Jreadaan, olehkarmaitupedudicabut 
dan menetapkan kembali PcmuranDaerah tentangRdnbusi Tempet 
P~dla. 

PENJELASAN 

ATAS 

PERATURANDAERAHPROVINSIJAWA TENGAII 

NOMOR 2 TAHON 2807 

TENTANG 

RETRIBUSITEMPAT PENGINAPAN/ 
PESANGGRAHANNILLA 
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Pasal 9 
Ayat(l) 

Tempat obyek Retribusi tidak selalu harus samadengan 
tempat Wajib Retribusi. 

Ayat(2) 
Pemungutan Retribusi oleh Selaetariat Daerah, Sekretariat 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Badan dan 
Kantor Provinsi Jawa Tengah yang meogelola Tempat 
Perrginapan/Pesanggrahan/Villa berada, bal ini untuk. 
memudahkan dan meridapatkan kepastianRetnl>usi dapat 
dibayar. 

- Yang dimaksud dengao "Beodahara Penerimaaan" adalah 
pejabat fungsional yang ditunjuk untuk. menerima, 
menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan 
mempertanggungjawabkao uangpendapatan daerah dalam 
rangka pelaksanaanAPBD pada Saruan Kerja Perangkat 
Daerah. 

Ayat(3) 
Koordinator Pemungutan i.kµt serta dalam memberikan 
bimbingan pemungutan, penyetoran, pembukuan dan 
pelaporan. 

Pasal.10 
Cukupjelas. 

Pasal 11 
Yang dimaksud dengan "dokumen lain yang dipersamakan" adalah 
suatudokumenyangmeneatukan besamya jlD11lahpokok Retribosi 
sebagai pengganti SKRD. 

Ayat(3) 
Cukup jelas. 

PASAL DEMI PASAL 
Pasal I 

Cukup jelas. 
Pasal2 

Cukup jelas. 
Pasal3 

Cukup jelas. 
Pasal4 

Cukup jelas. 
Pasal 5 

Retribusi Iasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang di...,Jialran 
atau chocribn oleh Pe.ne.iulah Daemh I.DltUk tujuan kepcotingan 
dankm,anfiiatao1D111D11semrdapatdioikmatiolehorangpn"badi 
ataubadan. 

Pasal6 
Tmgkat penggunaanjasa adalahlruantiw pengunaaujasasebagai 
dasar alokasi beban biaya yang dipik:ul untuk penyelenggaraan 
jasa yang bersangkutao. 

Pasal 7 
Cukup jelas. 

Pasal 8 
Ayat(l) 

Tarif Retribusi adalah nilai rupiah atau prosentase 
terten1Uumukmenghitung~.8tlibrri,angterutang. 

Ayat(2) 

~ 
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Pasal20 
Cukup jelas. 

Pasal 21 
Cukup jelas. 

Pasal22 
Cukup jclas. 

Pasal23 . 
Cukup jelas. 

Pasal 24 
Cukup jelas. 

Pasal25 
Cukup jelas. 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINS! JAWA 
TENGAHNOMOR 2 

Saat kadaluwarsa penagihan Retribusi ini perlu ditetapkan 
untuk mernberi kepastian hukum kapan utang Retribusi 
terse but tidak dapat ditagih lagi. 

Ayat(2) 
huruf a 

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran, kadaluwarsa 
penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat 
Teguran tersebut 

hurufb. 

Pcngakuan utang Retribusi secara langsung adalah 
Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan 
masih mempunyai utang Retribusi dan belum 
melunasinya kepada Pemcrintah Daerah. 

Pasal 12 

Cukupjelas. 

Pasal 13 
Cukup jelas. 

Pasal 14 

Pengenaan sanksi administrasi berupa bmgadimaksudkan untuk 
mendidik Wajib Retribusi dalam melaksanakan kewajibannya 
dengan tepat waktu. · 

Pasal 15 

Cukup jelas. 
Pasal 16 

Ayat(I) 

Yang dimaksud dengan "Surat lain yangsejenis" adalah Surat 
yan.g dipersamakan dengan Surat Teguran dan Surat 
Peringatan sebagai pengganti dari Surat Teguran dan Surat 
Peringatan. . 

Ayat(2) 
Cukupjelas. 

Ayiit(3) - ·<._ 

Cukup jelas, 
Pasal 17 

Cukup jelas. 
Pasal 18 

Cukup jelas. 
Pasal 19 

Ayat(I) 


